BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

a. bahwa untuk melaksanakan diktum Kesatu dan'dikturn

Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, Bupati yang masa
jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun
dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang
akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah
sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bireuen
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Kabupaten  Bireuen Tahun = 2023-2026 perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten sebagai unsur pengukuran keberhasilan
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bireuen
Tahun 2021 - 2022 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu
diganti,

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
Menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023-
2026;

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000



10.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3963);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan

t



Kinerja Instansi Pemerintah; (Berita Negara Tahun
2014 Nomor 1842);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021
tentang Perjanjian Kinerja Instansi;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen
Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Kabupaten Bireuen Nomor 87) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten
Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019
Nomor 21});

17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022

tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen
Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 - 2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2

10.

Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-
masing.

Bupati adalah Bupati Bireuen.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK
adalah Unsur perangkat Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang berkedudukan
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah.

. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya

disingkat dengan IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah
Kabupaten.

. IKU Perangkat Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis Perangkat Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya
disebut RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Bireuen.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bireuen.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

a.

b.

untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 3

IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun 2023-2026 terdiri dari:
a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
b. IKU Perangkat Kabupaten.
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(2)

IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu
pada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.

IKU Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 4

IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib digunakan sebagai dasar

untuk:

a. menetapkan rencana kinerja tahunan;

b. menyusun dokumen penetapan kinerja;

c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan

d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 5

(1) SKPK melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan
capaian target Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang
dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang
ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

(3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Kabupaten dan
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

(I) Pembinaan atas pelaksanaan IKU ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah
melalui unit kerja yang membidangi.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan IKU ini dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
* pada tanggal 273 ‘\;,! 2013

Pj. BUP, IREUEN,

/;‘)ULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 ™el 2073

/ SEKRETARIS DAERAH
UPATEN BIREUEN,

IBRAHI
BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 128



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 'S TtTa&Quw 2013

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

Penjelasan
. ; 53 Penanggungjawab o
No. Tunean Sasaran sl KnmgR)| S Formulasi / Rumus Perhitungan PD Keterangan/Kriteria
PD Utama .
Pendamping,
Memperkuat
Pelaksanaan Rata-rata dari persentase cakupan pembinaan
1 Syariah dalam Indeks Penerapan Peisdi syariat islam, persentase dayah yang terakreditasi, DSI DPD/Sekreta
Tatanan Syariat Islam dan persentase sidang yang menghasilkan riat MAA
Kehidupan keputusan
Bermasyarakat
Knﬂ:@wwﬁ@m Nilai- Tingkat
nilat Syanat S vo_mbmmm_.m: Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang Diselesaikan Satpol PP
11 a&ﬁd Tatanan wv\mlmﬂ Islam Persen Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilaporkan X 100% DsI dan WH, Pelanggaran terhadap Qanun Jinayat
Kehidupan A - Sek. MPU
Bermasyarakat yang
Meningkatnya Mutu |Persentase tipe )
. umlah dayah yang naik kelas itasi
1.2 Pendidikan dayah yang naik | Persen J it X 100% DPD Akreditasi amu\mr-o_nr Badan
; Jumlah dayah yang terdata Akreditasi Dayah Aceh
Keislaman kelas
Meningkatnya .
Tatanan Budaya dan e Kearifan lokal yang dilestarikan dibawah pembinaan )
1.3 . lokal yang Adat Sek. MAA Data yang dikeluarkan oleh MAA
Adat Istiadat yang . . MAA
. dilestarikan
Islami
1

)




Penjelasan

) ’ L Penanggungjawab 2
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja | Satuan poiilan ¢ R Portitbuiiga PD Keterangan/Kriteria
PD Utama ;
Pendamping
o Pircks i bapeiasm pat
2 - _A.m_o_u E.n_nwm w.nmozamm_ Indeks Hasil evaluasi Kemen PAN RB e Avw a8 m%m_ﬁnmﬁ_ Peraturan Menteri Pendayagunaan
Pemerintahan Birokrasi peg Aparatur Negara dan Reformasi
yang Akuntabel Birokrasi
Terwujudnya s o :
: Penilaian opini yang dikeluarkan
21 CERMENRRID PO | npp e w‘ Hasil Evaluasi BPK RI BPKD mmwc_w__m_u oleh BPK terhadap laporan
Baik dan Bersih serta WT keuangan daerah
Bertanggung Jawab
Untuk mencapai pengelolaan
keuangan negara yang efektif, efisien,
Meaingkatnya Level Maturitas Penilaian tingkat maturitas SPIP oleh BPKP sebagai Seluryh | fransparan dan akuntabel diperlukan
2.2 Tingkat Maturitas . .| Level . . bi ) SPIP Inspektorat SKPK pengendalian penyelenggaraan
SPIP SPIP Terintegrasi mstansi pembina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan
berpedoman pada Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Penilaian pelaksanaan Evaluasi
Terwujudnya Tingkat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2.3 Pelayanan Publik | Akuntabilitas | Kategori Hasil evaluasi Kemen PAN RB wmam_”ww%mm. mmom__wmu yang berpedoman pada Persturan
yang Berkualitas Kinerja Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Tata .
Kelola Kelembagaan _uosza.m: va_mrmmhmﬁ._ Evaluasi .mnmﬁE
P Pemerintahan Berbasis Elektronik
.. . . . . . Seluruh yang berpedoman pada Peraturan
2.4 >&~Eﬁmq@w Indeks SPBE Indeks |Keputusan MenPAN RB tentang hasil evaluasi SPBE| Diskominfo SKPK Mentesi Panideyaimonin Aparatur
Pemerintahan serta Negara dan Reformasi Birokrasi
Layanan Publik
Berbasis Elektronik

A




Penjelasan

) . L Penanggungjawab o
No. Tujuan Sasaran Adilestir o, Satnan Formulasi / Rumus Perhitungan PD St ganiiiiteriy
PD Utama ;
Pendamping
Meningkatkan
W:&mﬁm Sarana P tace .
Mma\m.:_ nHm_.mbm peaitang Pemb infrastruktu emiliki dokumen lingkungan WWﬁmMr
1la an . embangunan infrastru I yang mx n u -
3 Ha&bﬂnmhwmw g infrastruktur Persen Jumlah seluruh pembangunan infrastruktur X100% | Dinas PUPR Dinas LH
diin berwawasan Persampahan
lingkungan
Berwawasan
Lingkungan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
bertujuan untuk memberikan acuan
dalam melakukan perencanaan,
Tingkat Capaian pelaksanaan, pengendalian dan
2 pangawasan serta pertanggung
Meuimplkatiya WES h%wmﬂmn P (Capaian SPM Sanitasi + capaian SPM Air Minum + Dinas PUPR Dinkes, | jawaban penyelenggaraan pelayanan.
3.1 Pemenuhan meq. anitast, ersen Capaian SPM Perumahan ) / 3 a Perkim Diharapkan dapat meningkatkan
Infrastruktur Dasar | Air Minum dan kualitas penyelenggaraan pelayanan,
Perumahan ketanggapan kebutuhan dalam
melakukan pelayanan, pembiayaan
pengembangan pelayanan, kuantitas
dan perluasan jangkauan pengguna
Meningkatnya .
Pembangunan Jalan dengan kondisi pelayanan
. |Persentase Jalan ) . mantap adalah ruas-ruas jalan dengan
P lan Kabupaten kondisi baik + sed .
32 Infrastruktur Sesuai dalam kondisi Persen el 1L M:mzms_mv_w_m“ xw._wcwwam.” ?_swm 08 ) x| Dinas PUPR kondisi baik atau sedang sesuai umur
dengan Arahan Pola Mantap rencana yang diperhitungkan serta
Ruang dan Struktur mengikuti suatu standar tertentu
Ruang

-




Penjelasan

Penanggungjawab

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja | Satuan Formulasi / Rumus Perhitungan , D Keterangan/Kriteria
PD Utama ;
Pendamping
Persentase
kesesuaian usulan Rekomendasi teknis pemanfaatan
pemanfaatan Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan : ruang yang dikeluarkan oleh Dinas
ruang &n:mmb persen Jumlah usulan pemanfaatan ruang yang diajukan 10086 Dinas PUPR DPMPTSP PUPR untuk Bougmrmvm surat PBG
rekomendasi IMB yang diterbitkan oleh DPMPTSP
yang dikeluarkan
Terwujudnya
Pengeriibeingnn IKLH = B,u.aox :Qcmw Aro.aou x IKU) + o .
Sistem Pembangunan |Indeks kualitas (0,219 x IKL) Wmmﬂvw__a:a%rsmwﬁmg J%M .
Ekologi li hid . merupakan gambaran kondisi
3.3 ogls yang Jm‘rﬁ_mﬂ_ "P'| " persen | Diamana: . . DLHK lingkungan hidup yang difokuskan
an.uzm_.;mm_ vmam. (air, udara dan IKA = Indeks Kualitas Air pada media lingkungan air, udara dan
Peningkatan Kualitas |tutupan hutan) IKU = Indeks Kualitas Udara lahan sesuai
dan Daya Dukung IKL = Indeks Kualitas Lahan
Lingkungan
Indeks Resiko Bencana merupakan
R=(HxVx(1-C))/2 vmi_&wz wo.E_Emem:.ma dampak
Meningkatnya B ( ( N yang diperkirakan apabila bahaya
: . imana: jadi bencana. Indeks risiko
Daerah Indeks Resik . . : menjaci
3.4 Mhﬁwm_”um — m: aks Beskn indeks |R = Indeks Resiko BPBD bencana disusun dari komponen
AE S EhuEnan S H = Indeks Bahaya bahaya, keterpaparan/kerentanan, dan
Resiko Bencana V = Indeks Wnﬁﬁmﬂg kapasitas pemerintah serta komunitas
C = Indeks Kapasitas dalam menghadapi bencana
Data yang dikeluarkan oleh BNPB
PDRB (t+ 1) — PDRB(t)
X 100% .
Meningkatnya PDRB (t) Distanbun, .
a |p buhan Pertumbuhan IR | — DPPKUKM, —— Sumber data dari Badan Pusat Statistik
SESIL Ekonomi pe . DPKP, Disnak PP (BPS) Kabupaten Bireuen
Ekonomi t+1= tahun pengamatan PDRB Keswan
t = tahun pengamatan PDRB sebelumya
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Penjelasan

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja | Satuan Fasitinlaet 7 Rmmus Pechifurman vo_._gmm::m_miﬂwd Keterangan/Kriteria
PD Utama .
Pendamping
Ksp = b x 100 %
Meningkatnya Persentase PDRBt
Pertumbuhan kontribusi sektor Dimana:
51 Ekonomi di Sektor | pertanian, pecsen Ksp = Besarnya kontribusi sektor pertanian pada tahun ke- Distanbun . DPKP, Sumber data dari wmmmu Pusat Statistik
' Pertanian, kehutanan dan t (%) Disnakeswan | (BPS) Kabupaten Bireuen
Kehutanan, dan perikanan PDRBs = PDRBp sektor pertanian pada tahun ke-t
Perikanan terhadap PDRB (rupiah)
PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)
Ksp = asd x 100 %
. Kontribusi sektor PDRBt
Meningkatnya ;
Pertumbuhan Perdagangan Dimana:
43 Bt Bl besar &E ooo.qmﬁ persen Ksp N_.Womﬁ.:wm kontribusi sektor perdagangan pada tahun DPPKUKM Sumber data dari wmamu Pusat Statistik
Perdagangan dan reparasi mobil ke-t (%) (BPS) Kabupaten Bireuen
hatesd dan sepeda motor PDRBs = PDRBp sektor perdagangan pada tahun ke-t
terhadap PDRB (rupiah)
PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)
Ksp = LDRBS  100%
PDRBt
Kontribusi sektor Dimana:
industri Ksp = Besarnya kontribusi sektor industri pada tahun ke-t Sumber data dari Badan Pusat Statistik
pengolahan PETSEN (05 REEEM (BPS) Kabupaten Bireuen
terhadap PDRB PDRBs = PDRBp sektor industri pada tahun ke-t (rupiah)
PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)

ya




Penjelasan

; ; s Penanggungjawab o
Ki ;
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja | Satuan Formmlast/ R Pediitugi PD Keterangan/Kriteria
PD Utama :
Pendamping
Tingkat Kemandirian Pemerintah
Kabupaten/ Kota adalah tingkat
kemandirian keuangan pemerintah
kabupaten/kota berdasarkan rasio PAD
Meningkatnya Mﬂwﬂmwn PAD WMW&% ﬂo.Mn vgwgmﬁg daerah.
4.3 Kemandirian Fiskal P persen Jumlah realisasi PAD tahun n " BPKD merupaxan s mw . w_._awmn
Daerah pndagatis Jumlah realisasi pendapatan daerah tahun n A pendapatan yang penting bagi dacrah
e daaiih AN replieds) Peliaape Daerah yang berhasil meningkatkan
PAD-nya secara nyata,
mengindikasikan bahwa daerah
tersebut telah dapat memanfaatkan
potensi yang ada secara optimal.
Berkembangnya .
4.4 Potensi Pariwisata :._Emr ettt destinasi Jumlah destinasi wisata di Kabupaten Bireuen Disporapar D PK,
wisata Dinsos
Daerah
1
Indeks Desa Membangun (IDM)
IDM=T\ISxIExIL
iwA xIExIL) merupakan Indeks Komposit yang
dibentuk berdasarkan tiga indeks,
Meningkatnya Indeks Desa . vaitu: Indeks Ketahanan Sosial,
4.5 Kemandirian Desa | Membangun indeks | Keterangan: DPMIGPEE | Kecamatan | 3 oo % otnhanan Flonom dag
Indeks Ketah Ekologi /
IS: Indeks Sosial h=mxﬂ= van. anan Fot
IE: Indeks Heonomi Hasil Penilaian dari Kementerian Desa
IL: Indeks Lingkungan
Meningkatnya Nilai Juaiah R Jumlah Realisasi Investasi yang di keluarkan oleh
4.6 pied peningkatan B ; Yons DPMPTSP
Investasi investasi (Milyar) dinas penanaman modal




Penjelasan

) . _ Penanggungjawab o
. Indikator Ki Satuan . . £8
No Tujuan Sasaran ndikator Kinerja | Sa Formulasi / Rumus Perhitungan _ D Keterangan/Kriteria
PD Utama g
Pendamping
[{(1 + AInf))(1 + AInf, )(1 + Alnf)}/t] -1
Dimana :
Alnf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya
t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. .U—uﬂwuv Anslainfiasi ik ke d obi
Menjaga Stabilitas o . Sedangkan Alnf dihitung dengan rumus sebagai berikut : wmn%TmU Distanbun, SUAIAAR DeT) 0-0as,
4.7 Tingkat Tnflasi Laju inflasi Persen Wfgey, = infg, (Bagian DPPKUKM, |terdekat (Kota Lhokseumawe)
=, T perekonomian) | Disnakkeswa
Dimana : n
Inf, = nilai inflasi pada tahun n
Infnyyy = nilai pada 1 tahun berikutnya
n - tahun ...
IPM = VIKesehatan + I Pendidikan +
I pengeluaran
Dimana: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
S g atau Human Development Index (HDI)
: T AT Bagian  |merupakan indikator penting untuk
Mewujudkan . Perekonomia |mengukur keberhasilan dalam upaya
Kualitas Indeks e . o Dinas PK n, Dinas | membangun kualitas hidup manusia.

5 |Sumber Daya Pembangunan Indeks fags - BLS_ BL Dinas Wﬁ%mﬁmw IPM menjelaskan bagaimana penduduk
Manusia yang Manusia r - :“_, = Kesehatan i ﬂw_ﬁ ah, |dapat mengakses hasil pembangunan
Berdaya Saing : [ nrs,, U_.mtoﬂ%ﬁ“ dalam memperoleh kesehatan,

S eidas ko sessebt o ) DPMGPKB |pendidikan, pendapatan, dan sebagainya
i s (Sumber data dari Badan Pusat Statistik
R Kabupaten Bireuen)
7 Pengeluaran
. In{PPP) Wn{PPP,
- I {(PPPpie) Wn(PPP,
7
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Penjelasan

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja | Satuan ’ : Pomoggungisvab Keterangan/Kriteria
Formulasi / Rumus Perhitungan PD
PD Utama .
Pendamping
n
RIS = = M xi Kombinasi antara partisipasi sekolah,
Meningkatnya Akses i=1 Jenjang pendidikan yang sedang
dan Kualitas Rata-Rata lama RLS = Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 . maw MPA, dijalani, kelas yang diduduki dan
5.1 Pendidikan bagi ——— Tahun tahun ke atas Dinas PK cswwﬂmﬂe& pendidikan yang ditamatkan,
Masyarakat Xi = Lama Sekolah penduduk ke-1 yang berusia ? Sumber data dari Badan Pusat Statistik
25 tahun Kabupaten Bireuen
n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas
k E Harapan lama sekolah (expected years
HLS = M.mw of schooling) adalah lamanya sekolah
= yang diharapkan akan dirasakan oleh
HLS = Harapan Lama Sekolah anak pada umur tertentu di masa
5.2 MMMM__UH Lams Tahun Pi = Jumlah penduduk menurut umur usia 7 Dinas PK Sek MPA &Q.E&mbm. Harapan lama maro_mr.
tahun ke atas dihitung menggunakan data Survei
Ei = Jumlah penduduk yang masih sekolah Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
menurut umur usia 7 tahun ke atas Sumber data dari Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bireuen
Angka Harapan Hidup merupakan alat
untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan
. N kesejahteraan penduduk pada
Meningkatnya Mutu Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh umumnya, dan meningkatkan derajat
53 dan Akses Layanan |Angka harapan Tahun seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada Dinkes RSUD dr. | kesehatan pada khususnya. Angka
' Kesehatan hidup suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang Fauziah Harapan Hidup yang rendah di suatu
bagiMasyarakat berlaku di lingkungan masyarakatnya. daerah harus diikuti dengan program
pembangunan kesehatan, dan program
sosial lainnya termasuk kesehatan
lingkungan, kecukupan gizi dan kalori
termasuk program pemberantasan

-




Penjelasan

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja | Satuan . . Penanggmgiuab Keterangan/Kriteria
Formulasi / Rumus Perhitungan PD
PD Utama :
Pendamping
kemiskinan. Sumber data lain untuk
mendapatkan variabel penyusun
indikator ini adalah Sensus Penduduk
dan Survei Penduduk Antar Sensus
(SUPAS)
DT = Indeks (D1+ D2 + D3 + D4)
- 4
. Indeks Pembangunan Olah Raga
M
_A_H__Wmmmxmgwm Indeks SDI = Indeks Pembangunan Olahraga dihitung dengan cara menghitung rata-
24 Kepemudaan dan Pembangunan indeks | D1 = Dimensi partisipasi Disporapar rata indeks gabungan dari setiap
Olah Raga Olah Raga D2 = Dimensi ruang terbuka dimensi.
D3 = Dimensi angka kebugaran
D3 = Dimensi SDM
vﬁma“ﬁmn Jumlah pemuda berprestasi X 100% B
pemuda persen Tamiah pemda isporapar
berprestasi
Dimensi Indikator
- - . - - Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
Keterwakilan di | Proporsi keterwakilan di untuk melihat sejauh mana kesetaraan
parlemen parlemen laki-laki dan gender dalam hal peran aktif di dunia
Meningkatnya okl perempuan vm_:._.r vo._mmnw_u:m: wnnE____mﬁ dan
GRS ; T i ta : Rilis BP
g Pemberdayaan Pemberdayaan Indeks Pengambilan Proporsi dari manager, staf DPMGPKB ahopet. {avaber e : Rillis BPS)
Perempuan dan Gendes Keputusan administrasi pekerja profesional
Perlindungan Anak dan teknisi, laki-laki dan
perempuan
Distribusi Upah buruh non pertanian, laki-
Pendapatan laki dan perempuan
Kabupaten Layak | peringkat Hasil evaluasi dari Kemen PPPA DPMGPKB Penghargaan KL A diberikan kepada

“




No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Penjelasan

Formulasi / Rumus Perhitungan

Penanggungjawab

PD Utama £ :
Pendamping

Keterangan/Kriteria

Anak

daerah yang mempunyai komitmen
tinggi untuk mendukung pemenuhan
hak dan perlindungan khusus anak,
melalui proses evaluasi yang
dilakukan oleh tim dari Kemen PPPA,
tim dari Kementerian/Lembaga dan
tim independen. Evaluasi dilakukan
untuk mengukur capaian kinerja
pelaksanaan 24 indikator yang telah
ditetapkan yang pada akhirnya
bermuara kepada Penghargaan KLLA
yang terdiri dari 5 peringkat, yaitu:
Pratama, Madya, Nindya, Utama dan
KLA.

5.6

Meningkatnya Indeks

Daya Saing Daerah

Indeks Daya
Saing Daerah

Indeks

Hasil Evaluasi dari BRIN

Bappeda

Komponen IDSD terdiri dari 4 Aspek,
12 Pilar, dan 23 Dimensi, 78 indikator,
angka indeks merupakan agregat dari
seluruh variabel yang digunakan.
Karena variabel mempunyai strata.
(nilai Indeks Daya Saing Daerah
dikeluarkan oleh BRIN)

Menurunkan
Kesenjangan
Pendapatan dan
Kemiskinan

Indeks Gini

Indeks

~i = Avormgu income of wesith
= Totol number of ohegrvations
=Foredy = the valus of an indvicluai's inoome or wealth

Bappeda

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah
salah satu ukuran umum untuk
distribusi pendapatan atau kekayaan
yang menunjukkan seberapa merata
pendapatan dan kekayaan
didistribusikan di antara populasi.
Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai
L.
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No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Penjelasan

Formulasi / Rumus Perhitungan

Penanggungjawab

PD Utama

PD
Pendamping

Keterangan/Kriteria

Sumber Data dari Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bireuen

6.1

Mengurangi Angka
Kemiskinan

Persentase
Penduduk Miskin

Persen

Dimana :

a=1

z = garis kemiskinan

yi = Rata-rata pengeluaran perkapita
sebulan penduduk yang berada dibawah
garis kemiskinan (i= 1,2,3,.....,q), yi <z

q = Banyaknya penduduk yang berada di
bawah garis kemiskinan.

n = Jumlah penduduk

Dinsos

Disnakertran
s, Setdakab
(Bag. Kesra)

Persentase penduduk miskin (P0)
adalah perbandingan jumlah penduduk
miskin terhadap total penduduk di suatu
wilayah. Dari rumus sederhana ini,
maka langkah pertama adalah
menghitung berapa jumlah penduduk
miskin. Artinya harus ada sebuah
ukuran untuk menentukan siapa yang
disebut sebagai orang miskin

Sumber Data dari Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bireuen

6.2

Meningkatnya
Perlindungan Sosial
bagi Masyarakat

Persentase
CapaianStandar
Pelayanan
Minimal (SPM)
Bidang Sosial

Persen

Rata — rata capaian SPM bidang Sosial
Rata — rata target SPM bidang sosial

X 100%

Dinsos

Standar Pelayanan Minimal (SPM)
bertujuan untuk memberikan acuan
untuk melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian serta
pangawasan dan pertanggung jawaban
penyelenggaraan pelayanan.
Diharapkan dapat meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pelayanan,
ketanggapan kebutuhan dalam
melakukan pelayanan, pembiayaan
pengembangan pelayanan, kuantitas
dan perluasan jangkauan pengguna.

6.3

Meningkatnya
Ketahanan Pangan

Pencapaian Skor
Pola Pangan
Harapan (PPH)

skor

Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian +
umbi- umbian + .....+ skor PPH kelompok lain-lain

DPKP

Distanbun

Total skor Pola Pangan Harapan (PPH)
yang dikenal dengan kualitas konsumsi
pangan adalah jumlah dari skor 9
kelompok pangan, yaitu jumlah dari

11
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No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Penjelasan

Formulasi / Rumus Perhitungan

Penanggungjawab

PD Utama

PD
Pendamping

Keterangan/Kriteria

kelompok padi-padian sampai dengan
skor kelompok lain-lain. Angka ini
disebut skor PPH konsumsi pangan,
yang menunjukkan tingkat keragaman
konsumsi pangan. Merupakan data dari
susenas (BPS).

Menurunkan
Angka
Pengangguran

Persentase
Tingkat
Pengangguran
Terbuka

persen

Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja
Jumlah penduduk angkatan kerja

X100%

Disnakertrans

Pengangguran terbuka adalah situasi
dimana orang sama sekali tidak bekerja
dan berusaha mencari pekerjaan.
Pengangguran terbuka bisa disebabkan
karena lapangan kerja yang tidak
tersedia, ketidakcocokan antara
kesempatan kerja dan latar belakang
pendidikan dan tidak mau bekerja
Sumber Data dari Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bireuen

7.1

Meningkatnya
Kesempatan Kerja

Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja

persen

Jumlah angkatan kerja
Jumlah Populasi usia kerja

X 100%

Disnakertrans

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) adalah persentase banyaknya
angkatan kerja terhadap banyaknya
penduduk yang berumur sepuluh tahun
ke atas

Sumber Data dari Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bireuen

Meningkatkan
Ketentraman,
Ketertiban

Umum, dan

Indeks Kasus
Ketentraman dan
Ketertiban

indeks

Indeks (K1+ K2 + K3 + K4)
4

= Indeks Kasus Ketentraman dan
Ketertiban

IKKK =

IKKK

SatPol PP
&WH

Bankesbangp
ol

Nilai indeks yang diharapkan mendekati
0 yang artinya semakin berkurangnya
kasus ketentraman dan ketertiban

12

A




Penjelasan
. : —_— Penanggungjawab o
Kin . . an/Kri
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja | Satuan Formulasi / Rumus Perhitungan PD Keterang teria
PD Utama .
Pendamping
Perlindungan K1 = Indeks Kasus Ketentraman dan
Masyarakat Ketertiban Umum
K2 = Indeks Kasus Penegakan Perda
K3 = Indeks Kasus Syariah
K4 = Indeks Kasus Konflik
Optimalisasi Persentase : . .
. Jumlah konflik yang diselesaikan tahun (n) ” SatPol PP
8.1 Wﬁo:ﬁmams dan wwnm% yang persen Tumizk Konil EHGR(E) X100% |Bankesbangpol &WH
Ketertiban diselesaikan
Meningkatnya . o Meningkatnya keterlibatan masyarakat
Pemahaman Tingkat partipasi Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih SatPol PP dalam ﬁo:%o_.ozmmmammh wa:E_wEd
e M akat dal masyarakat dalam | - persen jumlah penduduk yang memiliki hak pilih X 100%) Bankesbangpol &WH Umum (Pemilu), menunjukkan
m@&., HE A pemilihan umum _ g yaug ; semakin kuatnya tatanan demokrasi
Berpolitik dalam sebuah negara

13
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Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tujuan Sasaran Program Satuan Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
4.2.1 Program Pengembangan _uoamn.:wmmm ,_,o.:m‘_mm Oﬁoqﬁoi. = Jumlah tenaga kerja konstruksi yangterlatih di Kab, Bireuen —
o Jasa Konstruksi Hmw_.,:m_\ gﬁ_m_m %mbm. Memiliki Persen Jumlah kebutuhan tenaga oprator, teknisi atau analisis Kab. Bireuen
Sertifikasi Kompetensi
Meningkatkan
memn.:cﬁmmmmna Persentase Kesesuaian Usulan Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan X 100%
. dengan Arahan Pola _uo_smsmmmﬂmb.w_hmbm a..o:mm: Persen Jumlah usulan pemanfaatan ruang yang diajukan !
Ruang dan Struktur Rekomendasi yang Dikeluarkan
Ruang
51 Meningkatnya Kualitas Persentase Saluran Drainase Persen Panjang drainase dalam kondisi baik X 100%
Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik Total panjang drainase
Program Pengelolaan ; _ Luas genangan yang tertangani
5.11 Dan Pengembangan mnnmmm_mmwwm“,\:&.\mb Genangan Persen E r:mM e e— E X100%
Sistem Drainase e Bl g g
Meningkatnya
52 Kesesuaian Pemanfaatan Jumlah rekomendasi persetujuan Rekome Jumlah rekomendasi vﬂmoﬁ&.zmb. bangunan gedung yang
Ruang Pusat Kegiatan bangunan gedung ndasi dikeluarkan oleh Dinas PUPR
dan Kawasan Strategis
521 Program Penataan Persentase Bangunan yang Persen Jumlah gedung yang dibangun dengan sumber dana APBK X 100%
Bangunan Gedung terbangun Jumlah target pembangunan gedung
Program Penataan umlah gedung dan lingkungan yang terpelihara
522 m.wm._m:amm dan MMMMHMH:OMM M:mmmmww_ﬂn:rmam Hoggen _:Em_mr S_,mmmﬁ ged :mnm dan _Mumwzm:mmﬂ:wmm wmn__um dipelihara A
lingkungannya
Program Adanya Kesesuaian Dokumen Sesuai/
523 Penyelenggaraan Pelaksanaan dengan Perencanaan | tidak Penyesuaian berdasarkan rekomendasi teknis
Penataan Ruang Penataan Ruang sesuai

=




P Indikator Tujuan, Sasaran, dan 5
No. Tujuan Sasaran Program Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
il ,W HMH:?MM%EE% Persentase lokasi taman makam Pesse Jumlah lokasi taman makam pahlawan yang dikelola —
e pahlawan yang dikelola Jumlah lokasi taman makam pahlawan ’
Pahlawan
11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4 , Indikator Tujuan, Sasaran, .
No. Tujuan Sasaran Program dm Pr Foutoonsd) Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan . o
1 pelayanan publik M:m,r o Akuntabilitas Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
. nerja
yang berkualitas
Meningkatnya Akuntabilitas Nilai LKjIP Perangkat . : . ]
1.1 Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Program Penunjang Cakupan Layanan . ; ;
1.1.1 Urusan Pemerintah Penunjang Urusan Persen Persentase rata-rata kinerja wnm_.wﬁzr MM% mwwomama PHImyang
Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah s o
Meningkatkan . . ;
Tingkat Partisipasi Jumlah angkatan kerja .
2 mewavmﬂm: Angkatan Kerja i Jumlah Populasi usia kerja b
. Meningkatanya Kualitas dan wwﬁﬁﬂ_ﬂmom: kerja 5 Jumlah pencari kerja yang memiliki _Savmnmammx -
. Produktifitas Tenaga Kerja W & ; ersen Jumlah pencari kerja yang terdaftar ’
ompetensi
Program P elatihan Kerja | P ersentase jumlah lulusan Jumlah lulusan pelatihan yang memiliki kompetensi
2.1.1 dan Produktivitas Tenaga | pelatihan yvang memiliki Persen ah it T — X100%
Kerja kompetensi Jumlah peserta yang mengikuti ujian kompetensi
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Indikator Tujuan, Sasaran,

; iP
No. Tujuan Sasaran Program dan Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
3 W\_M”_H.mm__ﬂmﬂﬁrmu Pencapaian Skor Pola Skor Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi- umbian + ... + skor PPH
Pangan Pangan Harapan (PPH) kelompok lain-lain
Terjaganya Nilai Ketersediaan Pangan
ketersediaan dan (Padi, Jagung, Kedelai, Ubi - ;
i keanekaragaman Kayu, Daging, Telur, Susu, | SKOT Nilai Ketersediaan Pangan
pangan Ikan) pada tahun berkenaan
Program Pengelolaan )
211 Sumberdaya Ekonomi Persentase Ketersediaan Passii Jumlah ketersediaan pangan (beras)(ton) X 100%
o Untuk Kedaulatan dan pangan utama (beras) © Jumlah kebutuhan selama 1 tahun (beras)(ton)
Kemandirian Pangan
Program Peningkatan Persentase o
212 Diversifikasi dan penganekaragaman Persen Jumlah KWT yang &w_:mx 100%
o Ketahanan Pangan konsumsi pangan berbasis Jumlah KWT
Masyarakat pangan lokal
Persentase Penanganan umlah desa rawan pangan yang ditangani
2.1.3 Propram Penanganan | - yang terindikasi Persen ) TR g el 100%
Kerawanan Pangan Jumlah desa rawan pangan
rawan pangan
Persentase Pangan Segar umlah sampel
2.14 Program Pengawasan yang aman dikonsumsi di Persen _ 2 X100%

Keamanan Pangan

Kabupaten Bireuen

Jumlah target sampel yang diperiksa

18




Indikator Tujuan, Sasaran,

No. Tujuan Sasaran Program sty Pros Gentoonse) Satuan Formulasi Pengukuran
; . PDRB
Meningkatkan Ksp = vuxmw X100 %
Pertumbuhan Persentase Kontribusi
3 Ekonomi di Sektor Pertanian, — .
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan crse Dimana: S . o
Kehutanan, dan terhadap PDRB Ksp = Besarnya kontribusi sektor pertanian pada tahun WSA (%)
Perikanan PDRBs = PDRBp sektor pertanian E&m tahun ke-t m..c.ﬁ_mrw
PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)
31 Em&:mwmgxm _uwawnﬁm.mn wa.bmrmﬂms Petson Jumlah produksi perikanan tahun : = EB_m_.. produksi perikanan tahun (n ~ 1) X 100%
produksi perikanan produksi perikanan Jumlah produksi perikanan tahun (n — 1)
3.11 Program Pengelolaan Jumlah Produksi Perikanan Ton Data yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kab, Bireuen
Perikanan Tangkap Tangkap
Program Pengelolaan Jumlah Produksi Perikanan : j : .
3.1.2
Perikanan Budidaya Budidaya Ton Data yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kab, Bireuen
Program Pengawasan Persentase pengendalian ah alian " 5
umlah pengendalian dan pengawasan kasus yang ditangani
3.1.3 Sumber Daya Kelautan dan pengawasan Persen J EChE P - — s 100%
dpiey Pesi sumberdaya kelautan dan Jumlah kasus yang dilapor
— perikanan
PDRBs
’ _ . -
Meningkatkan Ksp PDRBE 100 %
Pertumbuh .
4 | Eonomi Sukior Kontribusi Sektor Industri | Triliun N
P; lahan terhadap PDRB | Rupiah Imana
Perdagangan dan R adap P Ksp = Besarnya kontribusi sektor industri pada tahun ke-t (%)
Industri PDRBs = PDRBp sektor industri pada tahun ke-t (rupiah)
PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)
Meni
oy L Jumlah Pelaku Usaha
4.1 pengolaaii Pengolahan Hasil Unit Data yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kab. Bireuen
perikanan Perikanan
Program Pengolahan .
4.1.1 ‘ dan Pemasaran Hasil Jumlah Produksi Ikan Ton Data yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kab, Bireuen

Perikanan

Olahan

19

A




13. DINAS PERTANAHAN

Indikator Tujuan, Sasaran,

No. Tujuan Sasaran Program dan Program {outconte) Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan . i
1 | pelayanan publik Tmgicat Alurriabilitas Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
yang berkualitas Kinerja
Meningkatnya
Akuntabilitas Nilai LKjIP Perangkat . . .
1.1 Kinerja Instansi Dicah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Pemerintah
Program Penunjang Cakupan Layanan y —_ : .
111 Urusan Pemerintah Penunjang Urusan P Persentase rata-rata E:on._wﬁﬂwm_._mwwwﬂ MMMW mﬂ_.omBB penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota | Pemerintah Daerah P
Meningkatkan
kualitas sarana dan . - ;
prasarana wilay m: wmqmnimwa pembangunan Pembangunan infrastruktur yang EmE_:w_ dokumen lingkungan X 100%
2 yang terintegrasi dan infrastruktur berwawasan Persen Jumlah seluruh pembangunan infrastruktur
berwawasan lingkungan
lingkungan
Meningkatnya
Pembangunan . Persentase Kesesuaian Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan
21 Infrastruktur Sesuai Usulan Pemanfaatan Ruang — X100%
. dengan: Arahan dengan Rekomendasi yang Persen Jumlah usulan pemanfaatan ruang yang diajukan
Pola Ruang dan Dikeluarkan
Struktur Ruang
Program vosmm%ms. Persentase Pengadaan Jumlah pengadaan tanah yang dikoordinasikan
2.1.1 Tanah untuk Kepentingan | Tanah yang Persen = X 100%
Umum dikoordinasikan Jumlah pengadaan tanah yang diajukan
p p lesai Persentase Kasus Sengketa
2.12 rogram Tenyelesatan Tanah Garapan yang Persii Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang dikoordinasikan
Sengketa Tanah Garapan ; - X100%
tertangani Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang dilaporkan
20
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Indikator Tujuan, Sasaran,

No. Tujuan Sasaran Program dan Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
2.13 Program Redistribusi Persentase Tanah Terlantar | Persen Luas tanah terlantar dan absente yang diretribusi X 100%
Tanah, Serta Ganti dan Absentee yang luas tanah terlantar/absente ’
Kerugian Program Tanah | Diredistribusi
Kelebihan Maksimum dan
Tanah Absentee
Persentase Kawasan yang Luas tanah yang sesuai dengan peruntukannya
214 A PNAGIA | ooy detigan Persen Y : g — <2 - : Y X 100%
Peruntukannya uas tanah seluruhnya
5 {4 Program Pengurusan Hak- | Persentase Tanah yang —_— jumlah bidang tanah pemda yang _um_.mm_.zmwmﬁx 100%
o Hak Atas Tanah Bersertifikat jumlah seluruh bidang tanah pemda
_uwom_. am wonmm_n_mmn Adanya Aplikasi Sistem Ada/ ada apabila terdapat data informasi pertanahan Kab. Bireuen dalam sistem
2:1.6 Sistem Informasi . 3 g :
Informasi Pertanahan Tidak informasi pertanahan
Pertanahan
Program Penanganan Persentase Kasus Konflik Jumlah kasus konflik dan sengketa yang ditangani tahun n
217 Konflik, Sengketa dan dan Sengketa yang Persen lah k Konflik d Keta il e X100%
B Peatkaia Pertamiban ditangani Jumlah kasus konflik dan sengketa yang dilaporkan tahun n
14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
No. Tujuan Sasaran Program Indikator Tujuan, Sasaran, dan Satuan Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
1 Mewujudkan Pelayanan Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
Publik yang Berkualitas & J g
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
Progn am Penunjang Urusan Cakupan Layanan Penunjang Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program
L Pemetintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah Pessen unjang urusan erintah daerah
Kabupaten/Kota s peang pem
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Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tujuan Sasaran Program Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Terlaksananya IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)
Pengembangan Sistem
Waacwb gtnan m_.ﬂo_oam_m Indeks Kualitas Lingkungan o—— Dimana:

2 | yang berorientas: pada Hidup IKA = Indeks Kualitas Air
Peningkatan Kualitas dan
Dava D IKU = Indeks Kualitas Udara
aya Dukung IKL = Indeks Kualitas Lahan
Lingkungan
Meningkatnya Kualitas
2.1 Mm% >>MMMﬂMMF:H:»@H§ Peningkatan Indeks Kualitas Air | Persen Hasil Laporan Pengujian Kualitas Air dan Udara
Hidup
Nilai relatif = ml
Rumus metode IP:
f 4
Program Pengendalian P = __,__m;.‘...,_..;.,,;-ssw_ L) rcigmum
Pencemaran dan/atau 5 p N 2
2.1.1 . Indeks Kualitas Air Persen
”l—mm:wm.rg Lingkungan 0 < Pl < 1,0 - bak (memenuhi baku mutu)
P 1,0 < Pl < 5,0 -> cemar ningan
5,0 < Pl < 10,0 = cemar sedang
Pl > 10,0 => cemar berat
Jumlah Ketaatan terhadap izin

Program Pembinaan dan Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi
_umsmmimmmu ,_dn_ﬁa.mﬁ tan Persentase ketaatan terhadap Dimishia:
Lingkungan dan Izin Izin Li dan 1z : o o

212 Perlindungan dan zin Lingkungan i Persen | Ketaatan terhadap izin serta pengawasan terdiri dari :

o - Perlindungan dan Pengelolaan ) 1
Pengelolaan Lingkungan . ; Izin lingkungan,
& & Lingkungan Hidup (PPLH) L
Hidup (PPLH) - izin PPLH, dan

- PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten yang ditangani

22
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Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tujuan Sasaran Program Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Program Pengakuan
Keberadaan Masyarakat , &
Hukum Adat (MHA), " Jumlah MHA yang dibina
) 100
213 Kearifin T.okal dan Hak Persentase MHA yang dibina Persen Tamiah MHA di Kabupaten Bireven X 100%
MHA yang Terkait dengan
PPLH
Program Peningkatan
Pendidikan, Pelatihan dan ; . — .
2.14 Penyuluhgn Lingkungan Jumlah Gampong Iklim Gampong |  Jumlah Gampong yang mendaftar di Aplikasi Proklim
Hidup untuk Masyarakat
Program Penanganan . . . 4
. Persentase Kasus Lingkungan Jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup yang tertangani
215 Nmmmwazma Lingiangan Hidup Yang Tertangani Pexsen Jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup 21
Program Pengelolaan Persentase Timbulan Sampah Jumlah timbulan sampah yang ditangani tahun n
2.1.6 . Persen - X 100%
Persampahan yang tertangani Jumlah total timbulan sampah tahun n
217 Program Perencanaan Tersedianya dokumen Ada/ Ada apabila tersusun dokumen perencanaan lingkungan
o Lingkungan Hidup Perencanaan lingkungan hidup | Tidak hidup
Terlaksananya
Pengelolaan Ruang " .
= Terlaksananya Perawatan Ruang Luas RTH yang ditangani
" X 1009
2.2 MMHM» Hijau (RTH) Terbuka Hijau Faen Rencana Luas RTH Kabupaten(RTRW) D%
Berkesinambungan
Program Pengelolaan ) ) ) Luas RTH yang ditangani
2.2.1 Keanekaragaman Hayati Persentase RTH yang Ditangani | Persen X 100%

(KEHAYATI)

Rencana Luas RTH Kabupaten(RTRW)

23
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15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

. Indikator Tujuan, Sasaran, dan .
No. Tujuan Sasaran Program Progran {Gilgamie) Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan
1 pelayanan publik Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
yang berkualitas
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
Frogeam ﬁo::&mbm Cakupan Layanan Penunjang Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan
144 Urusan Femerinish Urusan Pemerintah Daerah Fersen emerintah daerah
Daerah Kabupaten/Kota p
Meningkatnya Cakupan kepemilikan
12 penyelenggaraan Administrasi Kependudukan P Rata-rata cakupan pelayanan dokumen kependudukan dan cakupan
' administrasi Pendaftaran Penduduk dan pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen
kependudukan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Cakupan Pelayanan Dokumen p Jumlah penerbitan KTP + penerbitan KIA + Penerbitan KK + penerbitan SKPWNI
1.2.1 Penduduk Wnﬁmuﬁ—cac,_nm ersen Jumlah dokumen yang ditargetkan X 100%
A+B+C+D
4
Diamana:
A = Cakupan Akta Kelahiran
Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran X 100%
Jumlah anak DKB Smt Terakhir ’
Cakupan Pencatatan, B = Cakupan Akta Kematian
1.2.2 Program Pencatatan Sipil | Penatausahaan dan Penerbitan Persen Jumlah penduduk status mati yang memiliki akta kematian -
Dokumen Jumlah penduduk yang dilaporkan meninggal o
C= Cakupan Akta Perkawinan
Jumlah penduduk status kawin yang berisi nomor buku nikah ¥ 4558
Jumlah penduduk status kawin .
D = Cakupan Akta Perceraian
Jumlah penduduk status cerai hidup yang terisi nomor akta
P X 100%
Jumlah penduduk status cerai hidup
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Program Pengelolaan Tersedianya database Ada/
1.2.3 Informasi Administrasi SO 3 Ada apabila terdapat database kependudukan pada aplikasi SIAK
Kependudukan Tidak
Kependudukan
Program Pengelolaan ; Ada/ y
1.2.4 Profil Kependudukan Tersedianya Profil Kependudukan Tidak Ada apabila tersusun dokumen profil kependudukan
16. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KB
No. Tujuan Sasaran Program Endikater Tujuan, Sasaren, dan Satuan Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
Mewujudkan pelayanan . e o Kate : :
1 publik yang berkualitas Tingkat Akuntabilitas Kinerja olm Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
Meningkatnya it
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah mm Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah or
Pragen T Cakupan Layanan Penunjang Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang
| Urusan Pemerintah ; Persen ;
Urusan Pemerintah Daerah urusan pemerintah daerah
Daerah Kabupaten/Kota
W\Mahwwmwwﬂﬂwzs Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk melihat sejauh mana
2 Y Indeks Pemberdayaan Gender Indeks kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik,
Denediiplyai thu: pengambilan keputusan dan ekonomi. (sumber data : Rilis BPS)
Perlindungan Anak & ‘ ’
Meningkatnya Peran Persentase Partisipasi Perempuan Jumlah perempuan yang berprofesi sebagai ASN
21 Perempuan dalam & 1l Peicrntah Persen X 100%
Pebanninn 2 Total ASN
Program -
isasi i umlah organisasi wanita yang akti
511 Pengarusutamaan Gender | Persentase Organisasi Wanita Persen J g yangaktif, . 00%

dan Pemberdayaan
Perempuan

yang Aktif

Jumlah seluruh organisasi wanita
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Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tujuan Sasaran Program Program (outcomes) Satuan Formulasi Pengukuran
Berkurangnya Kasus R Raci Jumlah kasus KDRT
2.2 Kekerasan Terhadap asio KDRT asio Jamlah rumah tangga dalam Kab, Bireuen
Perempuan
-— Program Perlindungan Persentase Kasus Kekerasan Persen Jumlah kasus kekerasan perempuan yang tertangani X 100%
- Perempuan Perempuan yang Tertangani Jumlah kasus kekerasan perempuan yang dilaporkan ?
Berkurangnya Kasus ) ) Jumlah Kkasus kekerasan terhadap anak
2.3 Kekerasan Terhadap Rasio Kekerasan Terhadap Anak Rasio :
Anak Jumlah anak dalam Kab. Bireuen
Program Perlindungan Persentase Kasus Kekerasan Anak Jumlah kasus kekerasan anak yang tertangani
2:3.1 Kh : Persen X 100%
usus Anak yang Tertangani Jumlah kasus keseluruhan
Laju Pertumbuhan . Jumlah Penduduk Tahun n - Jumlah Penduduk Tahun (n — 1) o
’ Penduduk Terkendali Laju Pertumbuhan Penduduk S Jumlah Penduduk Tahun (n — 1) % 20054
s 4 Kelahiran Penduduk Rata-Rata Jumlah Anak Dalam o Jumlah kelahiran per 1000 wanita X 100%
’ Terkendali Keluarga Jumlah wanita kelompok usia (15 — 49 tahun) ’
311 Program Pengendalian Wﬂ%ﬂﬂ%ﬁ%ﬂ%ﬁ%ﬁﬂ&g Ada/ Apabila ketersediaan sistem Informasi Keluarga Penyuluhan,
o Penduduk ) & yu ? Tidak advokasi keluarga
advokasi keluarga
Program Pembinaan Jumlah akseptor KB .
3,12 Keluarga Berencana Persentase Akseptor KB Persen Tumlah PUS X100%
Program pomberdayaan | b onace Dega yang memiliki Jumlah desa tribina
3.13 dan peningkatan keluarga Gelesnek Teting Persen 1ah seluruh d X 100%
sejahtera (KS) po Jumlah seluruh desa
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Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tujuan Sasaran Program Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Meningkatkan
Pemberdayaan : C
4 Perempuan dan Forum Ketahanan Keluarga Persen Hasil evaluasi dari Kemen PPPA
Perlindungan Anak
Meningkatnya Orgati
4.1 Pembinaan Organisasi Organisasi Perempuan Aktif mm.w ; Jumlah Organisasi Perempuan yang Aktif
Perempuan
. ibi umlah desa yang dibina
411 waom_..mmd Peningkatan Persentase desa yang dibina Persen J yang X 100%
Kualitas Keluarga BKMT Jumlah desa seluruhnya
Meningkatkan
Pemberdhyan Kabupaten Layak Anak . Hasil evaluasi dari Kemen PPPA
Perempuan dan aten
Perlindungan Anak
Meningkatnya Bersadarkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Gampong
2
42 Gampong Layak Angk Jumlah Gampong Layak Anak Lotk Sl
Program Pemenuhan Hak Jumah gampong Layak anak
2 X100
421 Anak (PHA) Persentase Gampong Layak Anak | Persen Tumiah selurub gampong %
Meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit
5 Kemandirian Desa Indeks Desa Memb Indeks | Y208 dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu: Indeks Ketahanan
i engt ¢ Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi
/ Lingkungan. Data dikeluarkan oleh Kementerian Desa
Meningkatnya Tata
31 Kelola Pemerintahan mﬂ._m:_.mbmswm Tnelat Dess Data Rilis Kementerian Desa
Tertinggal
Desa
Adanya fasilitasi permasalahan Ada/ | Adanya fasilitasi permasalahan gampong dan pendataan gampong
»Ld g Penatse Desi gampong dan pendataan gampong | Tidak oleh DPMGPKB
Persentase desa yang memiliki
Program Administrasi Administrasi Pemerintahan dan Jumlah desa yang memiliki administrasi pemerintahan yang baik
3.1.2 Persen X100%

Pemerintahan Desa

Sistem pengelolaan keuangan
yang baik

Jumlah desa
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No. Tujuan Sasaran Program E&wﬂmﬂ ﬁzucﬁrwwowﬂw%u ast Satuan Formulasi Pengukuran
Meningkatkan Tatanan
6 | Budayadan Adat B Adat | Jumlah adat istiadat yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen
Istiadat yang Islami Dilestarikan
Meningkatnya
6.1 Pemberdayaan Wmnw Desayang Menggunakan | pegq Berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPMGPKB
Lembaga Adat 98
Program Pemberdayaan Fumlsh Lembaga
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
6.1.1 Kemasyarakatan a8 Adat .
’ dan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang aktif
Lembaga Adat dan ane aktif
Masyarakat Hukum Adat e
17. DINAS PERHUBUNGAN
No. Tujuan Sasaran Program 595%“ Tuy JMWW&%HM%, dan | Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan pelayanan
1 publik yang berkualitas Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
g
Instansi Pemerintah
Frogeam _uanﬁ....ﬁmnm Cakupan anan Penunjan Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjan
B4sd Urusan Pemerintah Daerah Jang Persen : Jang
Urusan Pemerintah Daerah urusan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatkan
: ) ) lah trayek angkuitan pedesaan yang ada
2 | konektifitas antar daerah Jum y
Rasio konektifitas daerah Pegsen Jumlah trayek angkutan pedesaan yang dibutuhkan
Meningkatnya -
i Persentase Angkutan Umum Jumlah angkutan umum yang melaksan uji berkala tahunn
2.1
mzmrﬁm: o bk Laik Jalan Viessen Jumlah angkutan umum yang wajib uji berkala tahun n % 1005
jalan &
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Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tuj i
0 ujuan Sasaran Program Projgesm (ouitcoms) Satuan Formulasi Pengukuran
Program Penyelenggaraan volume kenderaan
2.1.1 Lalu Lintas Dan Angkutan | Indeks Kelancaran Lalu Lintas | Indeks e
Jalan (LLAJ) apasitas jalan
18. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKAN DAN PERSANDIAN
No. Tujuan Sasaran Program Indikator Tujuan, Sasaran, dan Satuan Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
Mewujudkan
1 | pelayanan publik Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
yang berkualitas
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
wmomB.E Penmmjang Urusan Cakupan Layanan Penunjang Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang
L1 Pemerintah Daerah U p tah Dacrdki Persen iritah daerati
Kabupatsi/Koa rusan Pemerin aer: urusan pemerin
Meningkatkan
Indeks Kepuasan
Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
2 Terhadap Terhadap Penyelenggaraan Indeks Penyelenggaraan Informasi Publik oleh Dinas Komunikasi,
Penyelenggaraan Informasi Publik. Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen,
Informasi Publik.
Meningkatnya lah PPID SKPK yang Aktif
2.1 Pengelolaan Informasi Mo_“.nm.wammo PRI RRER yang Persen Jumla Sk %M:m : X 100%
dan Komunikasi. - Iamlat GKP
Program Bengelolaan iy Koterbikatn Informasi . Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh
2.1:1 Informasi dan Komunikasi : Peringkat "y ;
Publik Publik Komisi Informasi Aceh (KIA).
I Survey Pendataan Jumlah Aplikasi e-Government di
212 Wnc_wﬂwm MH mﬂmm MWW% ._MM;NHM NWHMM_ MM%MoEBaE Aplikasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen oleh Dinas
p yang cig Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
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No. Tujuan Sasaran Prosn Indikator Tujuan, Sasaran, dan — Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
29 Tersedianya Data Tersedianya Buku Kabupaten Ada/ Ada / Tidak Tersedianya Buku Kabupaten Bireuen Dalam
. Statistik Kabupaten. Dalam Angka Tidak Angka.
Program Penyelenggaraan Tersedianya Data Statistik Ada/ : ; -
221 Statistik Sektoral Sektoral Tidak Ada / Tidak Tersedianya Dokumen Data Statistik Sektoral.
Meningkatnya Survey Pendataan Jumlah SKPK di Lingkungan Pemerintah
23 Pengelolaan dan .MG__E_N& mwMMHM yang Telah SKPK Kabupaten Bireuen yang Telah Menerapkan Tanda Tangan
' Pengembangan K i In wmwmne.u Elektronik (TTE) oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Daerah. camanan Inlormast. Persandian Kabupaten Bireuen
Program Penyelengearaan Persentase Perangkat Daerah
231 vo_.Wm: dian Gu-\_:ur. g8 yang telah ?_n..zmmﬂ.,_:mrg Sandi Persen Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan TTE X 100%
. dalam Komunikasi Perangkat Jumlah perangkat daerah
Pengamanan Informasi.
Daerah.
19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
No. Tujuan Sasaran Program Ingiicator Ty, Sussrm, dan Satuan Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
Mewujudkan
1| pelayanan publik Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
yang berkualitas
Meningkatnya
k1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
Frogr am Penurjang Urusan Cakupan Layanan Penunjang Urusan Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program
1add FetiEruEih Daetsh Pemerintah Daerah Peratn enunjang urusan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota penunjang pe
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Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. i _ .
0 Tujuan Sasaran Program Bronurloicoms) Satuan Formulasi Pengukuran
Meningkatkan Nilai 5 ; Jumlah Realisasi Investasi yang di keluarkan oleh dinas
2 ——_" Jumlah Peningkatan Investasi penanaman modal
Meningkatnya Iklim ; Pelaku 5 ;
2.1 firvestasi-yang kondusit Jumlah Pelaku Investasi Nitvesiag Jumlah pelaku investasi yang terdaftar pada DPMPTSP
Program Pengembangan 5 i 5 Ada/ Kebijakan iklim penanaman modal berupa Peraturan
211 Iklim Penanaman Moda bk dkhn pesmuaman modal Tidak daerah yang mengatur tentang penanaman modal
212 Program Promosi Penanaman | Jumlah peningkatan usaha yang Usah Jumlah usaha yang memliki izin (sumber data dari
_. Modal memliki izin saia DPMPTSP)
Program Pengendalian :
Jumlah perusahaan yang Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan LKPM
13 .
2 MMH_UMMMQS Peinamin menyampaikan laporan LKPM . (sumber data dari DPMPTSP)
Proge am wozma_o_mmh._ Data Tersedianya pengolahan data Ada/ Data penamanam modal yang terdapat dalam aplikasi
2:1 4 Dan Sitem Informasi ik Tidak lektronik
Pesanumian Madal penanaman modal secara elektroni 1 elektron
Meningkatnya kepuasan
asyaetial erladap Hasil survey kepuasan masyarakat yang menggunakan
23 pelayanan Skor IKM Skor layanan DPMPTSP
penyelenggaraan
perizinan
221 Program Pelayanan Jumlah pelaku usaha yang Pelaku Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin (sumber data
.. Penanaman Modal memperoleh izin Usaha dari DPMPTSP)

31

]




20. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tujuan Sasaran Program Proprim fisicousd) Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan pela ] - _ ; ; :
1 u%_;._wﬁmuvw;ewﬁwm Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori | Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
111 WMVMM Mﬁ%rswu:%wm.m Usizan Cakupan Layanan Penunjang Urusan — Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program
Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
spl = Indeks (D1 + D2 + D3 + D4)
. ) B 4
Meningkatkan Kualitas SDI = Indeks Pembangunan Olahraga
2 Kepemudaan dan Olah Indeks Pembangunan Olahraga Persen D1 = Dimensi partisipasi
Raga D2 = Dimensi ruang terbuka
D3 = Dimensi angka kebugaran
D3 = Dimensi SDM
Meningkatnya Peran o Organisasi Pemuda yang aktif
2.1 Serta Pemuda dalam Mmanw.osﬂmmn OrgAfilsas! pemuda yang Persen _mr b O .w .m_u r X 100%
Pembangunan Jumlah seluruh Organisasi Pemuda
Program Pengembangan - Organisasi Pemuda yang dibina
2.1.1 Kapasitas Daya Saing Fersentase Organisast Pemudayang | persen e ey 100%
Kepesmdanm ina Jumlah seluruh Organisasi Pemuda
29 HmEW@HH%&MM&Em& Jumlah keikutsertaan masyarakat B Jumlah keikutsertaan masyarakat pada berbagai
. OHMN&mm pada berbagai event olahraga ang event olahraga
Program Pengembangan
221 Kapasitas Daya Saing Jumlah Cabang Olahraga yang dibina | Cabor Hpalahy Cabang O—wm%ﬁﬂwwwmwmnm endapaiion
Keolahragaan
Program Pengembangan : Jumlah Gugus yang aktif
222 . P
Kapasitas Kepramukaan ersentase Kepramukaan Aktif Persen Trlh ggus prammka di Kab: Bireuen X100%
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Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tujuan Sasaran Program Satuan Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
Mengembangkan Data yang dirilis oleh Dinas Pemuda, Olahraga, d
3. | Potensi Pariwisata Jumlah Destinasi Wisata Destinasi yang Qa0 nw 1088 S Guea, #ga, tan
ariwisata
Daerah
Meningkatnya Kualitas Jumlah Lokasi Destinasi Wisata yang . ; —— Y
3.1 o et ;
Destinasi Wisata difinglation Lokasi Jumlah lokasi destinasi wisata yang dipelihara
Program Peningkatan Daya o . Jumlah destinasi wisata yang baik
3.1.1 : = e X 10009
Tarik Destinasi Pariwisata Persentase destinasi wisata yang baik | Persen Tiinh destinasiwisata, 00%
Meningkatnya Kemitraan . . Jumlah realisasi kunjungan wisata
3.2 " X 1009
Pengeran Pariwisit Persentase Kunjungan Wisata Persen T s 00%
i i umlah realisasi promosi wisata
321 Program Pemasaran Om.w:umz Peningkatan Promosi o J : P St X 100%
Pariwisata Wisata jumlah target promosi wisata
Meningkatnya Kapasitas
& Kapabilitas SDM Jumlah Jenis Ekonomi Kreatif yang ' —— ; ; e 3
33 i .
Pariwisata dan Pelaku difasilitasi Jenis Jumlah Jenis Bisnis Ekonomi Kreatif yang difasilitasi
Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan 5 : - ; : i
331 Sumber Daya Pariwisata dan Persentase Pelaku mwosoﬁ Kreatif Preisisis Jumlah realisasi pelaku mxosos.ﬂ wnmm.ﬂ_w yang ..u_w_smx 100%
. . yang mendapatkan Pembinaan Jumlah target pelaku ekonomi kreatif yang dibina
Ekonomi Kreatif
21. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
No. Tujuan Sasaran Program ndikator Tujuan, Sasacn, Satuan Formulasi Pengukuran
dan Program (outcome)
1 Mewujudkan pelayanan Tingkat Akuntabilitas Kineria | K i Hasil Evaluasi K PAN RB
publik yang berkualitas ingkat Akuntabilitas Kinerja | Kategori asil Evaluasi Kemen
Meningkatnya Akuntabilitas o pis : : ;
A i " .
1 Kietja Instansi Pemerinish Nilai LKjIP Perangkat Daerah | Kategori | Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
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Indikator Tuj Sasar
No. : ndikator Tujuan, an, :
0 Tujuan Sasaran Program dan Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Progr — Semuyng ey Cakupan Layanan Penunjang Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program
kil Pemeeintah Dageh Urusan Pemerintah Daerah Perien enunjang urusan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota E < PeRyang P
Mernghsitican Tat ) Jumlah adat istiadat yang Data yang dikeluarkan oleh MAA Kab. Bireuen
2 Budaya dan Adat Istiadat dibina dan dil K Adat berdasarkan SK Kepala sekretariat
yang Islami ibina dan dilestarikan erdasarkan epala sekretaria
21 Meningkatnya promosi Jumlah even kesenian dan v even kesenian dan budaya daerah yang diikuti oleh
’ kesenian dan budaya daerah budaya daerah yang diikuti v MAA Kab. Bireuen
Program Sekretariat Majelis | Jumlah Kearifan Lokal yang i 5 :
211
F Adat Aceh i idan Adat Rilis data dari MAA Kab. Bireuen

22. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tuy i
0 ujuan Sasaran Program Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan
1 | pelayanan publik yang Tingkat Akuntabilitas Kinerja | Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
berkualitas
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
Progréi. _unncq_._m:m Cakupan Layanan Penunjang Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang
Lodot Uruzan Pemerintsh Urusan Pemerintah Daerah Versen urusan pemerintah daerah
Daerah Kabupaten/Kota - P
2 Meningkatkan Minat Persentase Peningkatan Minat p Jumlah pemustaka tahun n — jumlah pemustaka tahun (n—-1) X 100%
Baca Baca Masyarakat Siaet jumlah pemustaka tahun (n — 1) 1
21 Meningkatnya Cakupan Wilayah Pelayanan Persen Jumlah perpustakaan yang dilayani X 100%
. Pelayanan Perpustakaan Perpustakaan jumlah perpustakaan yang seharusnya dilayani
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No. Tujuan Sasaran Program Indikator Tujuan, Sasaran, dan Satuan Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
214 Program Pembinaan Jumlah pengunjung Orang | Jumlah Seluruh Pemustaka dibawah binaan Perpustakaan Daerah
Perpustakaan perpustakaan
Meningkatkan Tata
Kelola Kelembagaan
Layanan Administrasi . .
Paietiniahan sevts Indeks SPBE Indeks Keputusan MenPAN RB tentang hasil evaluasi SPBE
Layanan Publik
Berbasis Elektronik
Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah Jumlah OPD yang aktif pada aplikasi Srikandi
Pengelolaan Arsip yang Mengelola Arsip berbasis Persen lah OPD dalam Kab. Birenen X 100%
Daerah Elektronik Jumia e Coren
Persentase Perangkat umlah OPD yang mengelola arsip secara baku
311 Mwomq am Pengelolaan Daerah yang mengelola arsip Persen J o s _u X 100%
sip Jumlah OPD dalam Kab. Bireuen
secara baku
23. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
: Indikator Tujuan, Sasaran, dan .
No. Tujuan Sasaran Program Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan pelayanan ’ - N y . .
1 publik yang berkualitas Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
Meningkatnya
{5 | Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
11.1 Waomq ﬂsﬁmm-%ﬁ_:m_w mﬁm Urusan Cakupan Layanan Penunjang T Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program
o emern " Urusan Pemerintah Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Kabupaten/K ota
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Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tuj S .
ujuan asaran Program Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Kip = TR 100 %
MeningKatkan ) o P = pbrer 7
> Pertumbuhan Ekonorni di wowwos.amnmawnﬁgm_ %&aﬁ —
Sektor Pertanian, _ua eru:m:u a:%mﬁbmeM:w Dimana:
Kehutanan, dan Perikanan SN, rhadap Ksp = Besarnya kontribusi sektor pertanian pada tahun ke-t
(%)
PDRBs = PDRBp sektor pertanian pada tahun ke-t (rupiah)
PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)
Meningkatnya = % X 100%
51 pengelolaan . Persentase peningkatan produksi Persen Dlmana :
MMWMME@” Genetik tanaman pangan dan perkebunan a = Jumlah Produksi tananaman pangan pada tahun n
b= Jumlah produksi tanaman pangan pada tahun (n-1)
i Persentase rata-rata Peningkatan Peningkatan produksi Padi+Peningkatan produksi
211 memq um_“..wwagw\u&m_wﬂwmg produksi tanaman pangan ( —— Jagung+Peningkatan produksi Kedelai+Peningkatan
p Q.Hmmamz & Pajale ) dan tanaman perkebunan produksi Kelapa+Peningkatan produksi Karet+Peningkatan
( Kelapa, Karet dan Kakao ) produksi Kakao/6
Peningkatan PDRB
sektor pertanian, Jumlah Peningkatan PDRB Triliun
22 kehutanan dan sektor pertanian, kehutanan dan w: __w= Nilai PDRB tahun n - Nilai PDRB tahun (n-1)
perikanan terhadap perikanan s
PDRB
Program Penyediaan dan Trils
221 Pengembangan Prasarana Jumlah PDRB Sektor Pertanian B :M._ Sumber Data dari BPS
Pertanian upt
Pengurangan hama . T :
‘ - otal Produksi (Ton
23 penyakit dan dampak Produkifitas rata-rata tanaman | p oo oduksi (Ton) » 1 500
perubahan iklim (DPI) PEs Total Luas Panen(Ha)
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No. Tujuan Sasaran Program fugltew Tuywin, Sssmn, dan Satuan Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
- WS@BB:MQ@%&%E: dan | o entase Penanggulangan Luas | ., Luas Serangan OPT dan DPI ditanggulangi X 100%
o poria o AnEAl EENCANA | Serangan OPT dan DPI ersen total Luas Serangan OPT dan DPI y
ertanian
Piatmugitiin Jumlah Kelompok Tani yang Kelompok Penialaian dari Tim Penilai Dinas Pertanian dan
Kemampuan Kelas ; : :
: Naik Kelas Tani Perkebunan Kab. Bireuen
Kelompok Tani
Program Penyuluhan . . Jumlah Kelompok Tani yang Dibina
232 . C P 1009
Pertanian akupan bina kelompok tani ersen Tumiah Kelompok Tai X 100%
24. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
No. Tujuan Sasaran Program Indikator Tajuan, Sastcan, dan Satuan Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
Mewujudkan
1 pelayanan publik Tingkat Akuntabilitas Kinerja | Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
yang berkualitas
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah | Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
Froge o Penunjang Urysan Cakupan Layanan Penunjang Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang
1.1.1 Pemerintah Daerah . Persen ;
Urusan Pemerintah Daerah urusan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
Menigkatkan
2 produksi dan Jumlah populasi ternak Ekor Hasil Pendataan Populasi Ternak dalam Kabupaten Bireuen
produktivitas ternak
= =2 X 100%
21 Meningkatnya Hasil Persentase Peningkatan Hasil r— Dimana :
. produksi Peternakan Produksi Peternakan a =Jumlah Produksi pada tahunn
b= Jumlah Produksi pada tahun (n-1)
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Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tuj i :
0 ujuan Sasaran Program Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
a+b+c
Program Penyediaan Dan ; - 3
2.1.1 _uaw_m_.na_uua w,a mwamwnw Petsentioc-abierata Persen Elman:

o p a:wn ian & Peningkatan Populasi Ternak a = Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi
b= Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kerbau
¢ = Persentase Peningkatan populasi ternak
kambing

Program Pengendalian
Kesehatan Hewan Dan Persentase Kasus Penyakit Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang tertangani
2..1.2 . Persen - - X 100%
Kesehatan Masyarakat Hewan yang tertangani Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang dilaporkan
veteriner
Meningkatnya PAD P tase Peningk PAD uww.mxsox
eningkatnya ersentase Peningkatan : .
o Bidang Peternakan Sektor Peternakan Fessan Dimana::
a =Jumlah PAD pada tahun n
b= Jumlah PAD pada tahun (n-1)
. a=b
Program Penyediaan dan ==~ X 100%
221 Pengembangan Prasarana Peningkatan produksi HPT Persen Dimana :
Pertanian a = Jumlah HPT pada tahun n
b= Jumlah HPT pada tahun (n-1)
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25. DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

Indikator Tujuan, Sasaran,

No. Tujuan Sasaran Program dan Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan pelayanan Tingkat Akuntabilitas . ; ;
1 publik yang berkualitas Kineria Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
Meningkatnya o S
1.1 Akuntabilitas Kinerja Dilat LEIP Pormaglat Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
. ; Daerah
Instansi Pemerintah
e e _vnzi.._m:m Cakupan Layanan Penunjang Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang
Ll Vi Bt Urusan Pemerintah Daerah Frssen urusan pemerintah daerah
Daerah Kabupaten/Kota P
K _ PDRBs "
. Kontribusi Sektor P = PprEr ° 100 %
Cotingiatin Perdagangan Besar dan Dimana:
2 e —e Eceran; Reparasi Mobil dan %:r.:: Ksp = Besamnya kontribusi sektor perdagangan pada tahun ke-t
Sektor Perdagangan dan Rupiah
T Sepeda Motor terhadap (%)
PDRB PDRBs = PDRBp sektor perdagangan pada tahun ke-t (rupiah)
PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)
Meningkatnya jumlah . Jumlah UMKM tahun n — Jumlah UMKM Tahun (n — 1)
2.1 P
UMKM Peningkatan Jumlah UMKM ersen Jumlah UMKM Tahun (n — 1) X100%
Program Pemberdayaan )
9.1 Usaha Menengah, Usaha | Persentase Jumlah UMKM Persen Jumlah UMKM yang a_cma@mwmux 100%
o Kecil, dan Usaha Mikro | yang diberdayakan Jumlah UMKM ’
(UMKM)
Program Pengembangan | Persentase Jumlah UMKM Jumlah UMKM yang Naik Kelas
212 . 9
UMKM yang Naik Kelas BeTmen Jumlah UMKM X 100%
Meningkatnya Persentase Pengelolaan Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola
2.2 pengelolaan sarana Sarana Distribusi Persen iah Jistribasi 3 q X 100%
distribusi perdagangan Perdagangan Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ada
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Indikator Tujuan, Sasaran,

No. Tujuan Sasaran Program dun Program (autcome) Satuan Formulasi Pengukuran
-b
==X 100%
Program Perizinan Persentase Peningkatan _ s g
221 dan Pendaftaran Perusahaan Memiliki Persen | & Puiiah perusshaan yang memilii perizinan dan pendaftaran
Perusahasn Perizinan dan Pendafiaran b = Jumlah perusahaan yang memiliki perizinan dan pendaftaran
tahun (n-1)
Program ._uoﬁ:m_.,.mﬂm: Persentase Pengelolaan Jumlah sarana perdagangan yang dikelola dan berfungsi
222 Sarana Distribusi Sarana Perdagangan yang Persen - X 100%
Perdagangan Berfungsi Jumlah sarana perdagangan yang dikelola
Program Penggunaan Persentase produk unggulan Produk unggulan daerah yang dipromosikan
223 dan Pemasaran Produk . & Persen X100%
Dalam Negeri daerah yang dipromosikan Jumlah produk unggulan daerah
Ksp = SDRBS @ 100%
Meningkatkan . PDRBt
5 | Pertumbuban Ekonomi Kontribusi Sektor Industri I
Sektor Perdagangan dan Pengolahan Terhadap PDRB Ksp = Besarnya kontribusi sektor industri pada tahun ke-t (%)
Industri PDRBs = PDRBp sektor industri pada tahun ke-t (rupiah)
P
PDRBt = Total Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)
Meningkatnya Jumlah ) ) . Jumlah koperasi tahun n — Jumlah koperasi Tahun (n — 1) d
3.1 Koperssi Peningkatan jumlah koperasi | Persen Jumlah koperasi Tahun (n — 1) X 10
Program Pemberdayaan i umlah Koperasi yang Aktif
3.1:1 dan Perlindungan Mwa.wﬁmn Koperas yang Persen J P X m X 100%
Koperasi ti Jumlah Koperasi
i Persentase Pengurus mlah Koperasiya ndapatkan pelatiha
312 T.n.ﬁn - _quaa_wmu dag Koperasi yang Mendapatkan | Persen e Foporas yang Em. . - e X 100%
latihan Perkoperasian Pelatihan Koperasi Jumlah Koperasi yang Aktif
Program Pelayanan : G ini :
. . Persentase Jumlah KSP/USP Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah
313 .
WMEM&_E SHmpan Pola Syariah Hesen Jumlah KSP dan USP di Kab. Bireuen Rl
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Indikator Tujuan, Sasaran,

No. Tujuan Sasaran Program dan Progrsn (cutoome) Satuan Formulasi Pengukuran
314 W%ﬂﬁ%ﬂ%ﬂ”&ﬁ Persentase Koperasi yang Persen Jumlah koperasi yang diawasi X 100%
B Koperasi Mendapatkan Pengawasan Jumlah koperasi yang aktif
Program Penilaian . umlah koperasi dinilai
3.5 Kesehatan KSP/USP | Persentase Koperasi Yang | (- _ e T item
Koperssi Dinilai Jumlah koperasi yang Aktif
Meningkatnya :
Persentase peningkatan Jumlah IKM tahun n — Jumlah IKM tahun (n—1)
k : P
2 Wmﬂﬂﬁ_@:&% e jumlah IKM el Jumlah IKM Tahun (n — 1) 23005
Program Perencanaan i Pelaku Industri yang difasilitasi
3.2.1 dan Pembangunan woqmozmmmn._wﬂm.ra i Persen = : m_x 100%
Industri yang difasilitasi Jumlah IKM
Program Pengelolaan Tersedianya data industri . S5 s
322 Sistem Informasi dalam sistem Informasi ,_,Mw\w Pelaku Usaha Industri ZS@»MN.Z_SHU Usahanya sendiri di Aplikasi
Industri Nasional industri Nasional (SINAS) as
Meningkatkan tertib niaga,
ﬁw»ﬁ:m“wﬂ:rwmﬂmmm Ha Kontibusi Terhadap Ya/ Dilakukannya Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok dan Barng
4 : & Stabilisasi Harga dan - Penting Sebanyak 137 Komoditi dan Kepastian Penggunaan Alat
perlindungan konsumen Tidak &
Perlindungan konsumen UTTP
dan pengawasan baeang
dan jasa
; Terkendalinya Harga Barang
Mﬂ#m:am_wuu_\ﬁm mﬂﬂamm Kebutuhan Pokok dan
arang poko . Barang Penting serta Ya/ Terkendalinya harga barang pokok dan barang enting lainnya
4.1 barang penting lainnya ¥ y
. o vire fikintiive Meningkatnya Perlindungan Tidak berdasarkan angka inflasi ideal antara 2 persen - 4 persen
Cﬂﬂva & M : w Konsumen Terhadap
e Penggunaan Alat UTTP
Program Stabilisasi ;
4.1.1 Harga Barang MMWMME&M_H__._W MMMMH ww:mﬁmnm Ya/ | Terkendalinya harga barang pokok dan barang penting lainnya
o Kebutuhan Pokok dan y Tidak | berdasarkan angka inflasi ideal antara 2 persen - 4 persen
. Barang Penting p
Barang Penting
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. Indikator Tujuan, Sasaran, :
No. Tujuan Sasaran Program dan Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Program Standardisasi UTT umlah UTTP yang telah tera ul
412 dan Perlindungan MMMMEN% P yang telah Persen J I r% e TUTTP “ m:mx 100%
T Jumlah potensi UT
26. SEKRETARIAT DAERAH
o Indikator Tujuan, Sasaran, dan .
No. Tujuan Sasaran Program Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan pelayanan ’ oxs . ; y ;
1 publilgauna betkulions Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
Program Penunjang
111 Urusan Pemerintah Cakupan Layanan Penunjang Persen Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program
Ao Daerah Urusan Pemerintah Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatkan kinerja
penyelenggaraan i i i umlah hasil pemantauan yang ditindaklanjuti
2 pemerintahan daerah WM”MHHM”MME% lanyjut bugst Persen _ _EM_ Fhasl a mﬁ _ X100%
bidang perekonomian dan SRS PEnatauan
pembangunan
Meningkatnya kinerja Cakupan kinerja bagian
perekonomian dan perekonomian dan SDA, Persentase rata-rata kinerja pada program perekonomian
2.1 .. . Persen
pembangunan Administrasi pembangunan dan dan pembangunan dan program
kabupaten pengadaan barang dan jasa
Program Perekonomian | Rata-rata Capaian Kinerja capaian kegiatan a + capaian kegiatan b + ---n
2.1.1 ; Persen . X100%
dan Pembangunan Perekonomian dan Pembangunan Jumlah Kegiatan
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Meningkatkan kinerja

penyelenggaraan
2 pemerintahan daerah Nilai LPPD Kabupaten Kategori Hasil Evaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri
bidang pemerintahan dan
keistimewaan aceh
Meningkatnya kinerja Cakupan kinerja bagian i — .
2.1 bidang pemerintahan kesejahteraan rakyar, tata Persen Forseuiusoraly S&Mﬂ:o.mwﬂwwmwzw mwwawm_ﬂ pemerintahan dan
dan keistimewaan aceh pemerintahan dan hukum 5¢) a
Program Pemerintahan | Rata-rata Capaian _A.EQ...E Capaian kegiatan a + Capaian kegiatan b + ---n
2.1 dan Kesejahteraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Persen 1ah Koz X 100%
rakyat rakyat Jumlah Kegiatan
27. SEKRETARIAT DPRK
; Indikator Tujuan, Sasaran, dan a
No. Tujuan Sasaran Program Program {outame) Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan pelayanan . - o ; 5 ;
1 publik yang berkualitas Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
Program Penunjang Cakupan Layanan Penunjang Urusan Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program
L1 Urusan Pemerintah Pemerintah Daerah Persen enunjang urusan pemerintah daerah
Daerah Kabupaten/Kota peiwang pe
Mewujudkan
Pemerintahan yang Baik - WDP/ ; ;
2 dan Bersih Serta Opini BPK WTP Hasil Evaluasi BPK RI
Bertanggung Jawab
Tersusun dan Terintegrasinya
Program-program Kerja DPRD untuk
Meningkatnya Peran melaksanakan Funsi Pengawasan, Al Apabila terdapat Program-program Kerja DPRD untuk
2.1 dan Fungsi Lembaga Pembentukan Perda dan Fungsi Tidak melaksanakan Funsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan
Legislasi Anggaran dalam Dokumen Rencana Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJM maupun RKPD
Lima Tahunan (RPJM) maupun

Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
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No. Tujuan Sasaran Program Indikator Tujuan, Sasaran, dan Satuan Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
Terintegrasi program-program DPRD
p Duk untuk melaksanakan fungsi
211 v_.meE % e d pengawasan, pembentukan Perda dan Ada/ Fasilitasi kegiatan DPRD terkait pelaksanaan fungsi
o e e Anggaran ke dalam Dokumen Tidak pengawasan, pembentukan Perda dan penganggaran
Fungsi DPRD
Perencanaan dan Dokumen Anggaran
Setwan DPRD
28. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
No. s Sasaran Progas Indikator Tujuan, Sasaran, dan Satuan Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
y | Mewgjuclans pelayaman Tingkat Akuntabilitas Kinerja | Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
publik yang berkualitas
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten

Instansi Pemerintah

Program Penunjang Urusan

Cakupan Layanan Penunjang

Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang

.11 Pemerintah Daerah g Persen .
Kabupaten/Kota Urusan Pemerintah Daerah urusan pemerintah daerah

Meningkatkan Tata

Kelola Kelembagaan

2 rmus:m: Administrasi Indeks SPBE Indeks Keputusan MenPAN RB tentang hasil evaluasi SPBE

Pemerintahan Serta

Layanan Publik

Berbasis Elektronik
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No.

Tujuan

Sasaran

Program

Indikator Tujuan, Sasaran, dan
Program (outcome)

Satuan

Formulasi Pengukuran

2.1

Terlaksananya
Konsistensi Antar
Dokumen

Indeks Perencanaan

Persen

Persentase keselarasan rencana pembangunan daerah dengan
rencana kerja perangkat daerah

=Y (keselarasan muatan RKPK dengan RPJM) x 40%)) +
(keselarasan muatan renja SKPK dengan RKPK) x 30%))+
(keselarasan muatan RKA SKPK dengan RKPK) x 30%) X
100%
Dimana :
Rencana pembangunan daerah adalah keselarasan indikator pada
masing-masing dokumen perencanaan yang diukur:
(%) keselarasan muatan RKPK dengan RPJM
(Jumlah program dalam RKPK)/(Jumlah program dalam
RPJMK) X 100%

(%) keselarasan muatan Renja SKPK dengan RKPK
(Jumlah kegiatan dalam renja SKPK)/(Jumlah kegiatan dalam
RKPK) X 100%

(%) keselarasan muatan RKA SKPK dengan RKPK
(Jumlah sub kegiatan dalam RKA SKPK)/(Jumlah sub kegiatan
dalam RKPK) X 100%

2:1.1

Program perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi
pembangunan daerah

Tersedianya Dokumen
Perencanaan yang ditetapkan
dengan Perda/perkada

Ada/
Tidak

Ada apabila tersedia dokumen perencanaan yang ditetapkan
dengan Perda/Perkada

Program Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Persentase konsistensi program
antara RPJM dengan APBK

Persen

Jumlah program dalam APBK

1009
Jumlah program dalam mv_z:nx %

Meningkatkan Daya
Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah

Indeks

Hasil Evaluasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional

45

A




No. Tujuan Sasaran Program E&rﬂ“mﬂw_hﬂrﬁmoﬂmﬂaww dan Satuan Formulasi Pengukuran
Meningkatnya . wﬂmozg Kebijakan Inovasi Jumlah kebijakan inovasi yang dikembangkan pada tahun n
33 Pengembangan Inovasi yang dikembangkan Dalam Persen = s - X 100%
bk Y —— Jumlah seluruh kebijakan inovasi
5 Persentase SKPK yang -
Program Penelitian dan s Jumlah SKPK yang melaksanakan penelitian dan pengembangan
3.1.1 X 100%
1.1 Pengembaiigsn Daerali NNMMNNMMMMM: Penelitian dan Persen Jumlah SKPK
29. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
, Indikator Tujuan, Sasaran, ;
No. Tujuan Sasaran Program dan Program (cutcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan pelayanan Tingkat Akuntabilitas : . .
1 publik yang berkualitss Kinoria Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
Meningkatnya I
1.1 Akuntabilitas Kinerja Wam_mr_wﬂ.:v Fersnglit Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah o
jijd M__. omﬁﬁ”ﬂﬁﬂ% Cakupan Layanan Penunjang Persen Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada mwnomumﬁ penunjang
o Urusan Pemerintah Daerah urusan pemerintah daer.
Daerah Kabupaten/Kota
Mewujudkan
; | Pemeinthon yang Opini BPK e Hasil Evaluasi BPK RI
Bertanggung Jawab
Tepat
Meningkatnya Kinerja waktu/
2.1 Pengelolaan Keuangan WMM”::?_.E AFBD Tepmt Tidak Per 31 Desember
Daerah tepat
waktu .
211 Program Pengelolaan Persentase Realisasi Kinerja Persen Jumlah realisasi anggaran belanja X 100%
o Keuangan Daerah Keuangan Daerah Jumlah anggaran

46

=




B Indikator Tuj S
A juan, Sasaran, F :
No. Tujuan Sasaran Program dan Pres (outcoms) Satuan ormulasi Pengukuran
Meningkatnya Kualitas Persentase BMD ;
22 Pengelolaan Keuangan SIOAE S Persen Hasil Persentase BMD yang diperoleh di tahun n
Aset dengan Nilai Perolehan
221 Program Pengelolaan Persentase Peningkatan Persen Jumlah aset daerah yang berfungsi X 100%
o Barang Milik Daerah Manajemen Aset Daerah Jumlah aset daerah yang terdata
Meningkatkan umlah realisasi PAD tahun n
3 | Kemandirian Fiskal serssutie P AL Sadiady Persen e X 100%
Daerah Pendapatan Daerah Jumlah realisasi pendapatan daerah tahun n
3.1 Tercapainya Target PAD Pendapatan Potensi PAD WP PBB Jumlah WP PBB
Program Pengelolaan o Jumlah realisasi PAD pada tahun zx 1000
—— Pendapatan Daerah Pémsentaie Realisasi PAD) = Jumlah target PAD tahun n %
30. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
. Indikator Tujuan, Sasaran, .
No. Tujuan Sasaran Program dan Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan
I | pelayanan publik yang Tingkat Akuntabilitas Kinerja | Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
berkualitas
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah | Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
Program Penunjang . ) S . ;
U P | SR SIS | gy | P i i kegoan e pogan e
Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Tata
Kelola Kelembagaan
1.2 Layanan Administrasi Indeks SPBE Indeks Keputusan MenPAN RB tentang hasil evaluasi SPBE
Pemerintahan serta
Layanan Publik Berbasis
Elektronik
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; Indikator Tujuan, Sasaran, :
No. i
ujuan Sasaran Program dan Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
; Persentase Tata kelola i ;
12.1 Program Kepegawaian e Persen Jabatan yang terisi mmmcm._ dengan kebutuhan X 100%
Daerah 3 Jabatan yang dibutuhkan
Manajemen ASN
Persentase Tata kelola i G s
122 Program wgmmn._um:.mmb PA——— Persen Jumlah pejabat ASN yang telah Gm:m_w:: diklat mn.zw_nE.&x 100%
Sumber Daya Manusia Manajemen ASN Jumlah total jabatan
31. INSPEKTORAT
No. Tujuan Sasaran Program EQ?NMHMMMMNWWNMMP e Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan
1| pelayanan publik Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
yang berkualitas
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
Crog: s Panzyang Unisir Cakupan Layanan Penunjang Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang
1.1.1 Pemerintah Daerah : Persen :
Urusan Pemerintah Daerah urusan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
Meningk. e , s ;
2 ﬁME: 5 ﬁwm:. Level Maturitas SPIP Penilaian tingkat maturitas SPIP oleh BPKP sebagai instansi
gkat Maturitas . : Level ;
SPIP Terintegrasi pembina penyelenggaraan SPIP
Meningkatnya Fungsi L Penilaian tingkat Kapabilitas APIP oleh BPKP sebagai instansi
2.1 Posipiwass Level Kapabilitas APIP Level penbisa
umlah temuan yang ditindaklanjuti
2.11 FIEIRO DEEnpniasn | v eninefindale Minfuitanusss | Bessti J = =X 100%
Pengawasan Jumlah Temuan
Program Perumusan i
lah kat D h dapatka d
2.12 Kebijakan, Pendampingan FRISSItSE parangkat dnstoh Persen T perng e b L e sl 100%

dan Asistensi

yang mendapat pendampingan

Jumlah Perangkat Daerah
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32. KECAMATAN

Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tuj ,
ujuan Sasaran Program Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan
1 pelayanan publik Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
yang berkualitas
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
Tomn_.a Penunjang Urusan Cakupan Layanan Penunjang Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang
111 Pemerintah Daerah U Pemerisish Daersh Persen erintah daerah
Kabupaten/Kota rusan Pemerin aer. urusan pem aer
Meningkatnya
12 Kualitas pelayanan Nilai IKM Katageri
kecamatan
Program Penyelenggaraan s umlah koordinasi yang dilakukan
1.2.1 Pemerintahan dan Pelayanan Om_ﬂ% " Koordmast Belayana Persen _ — LR : X100%
Publik Publik Tingkat Kecamatan Jumlah koordinasi yang ditargetkan
122 Program penyelenggaraan Cakupan Penyelenggaraan Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program
2. . . Persen .
urusan pemerintahan umum | Pemerintah Umum penyelenggaraan peremerintahan Umum
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit
’ Meningkatkan Indeks Desa Membangun Indeks | Yane dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu: Indeks Ketahanan
Kemandirian Desa Kecamatan Sosial, Indeks Ketahanan FEkonomi dan Indeks Ketahanan
Ekologi / Lingkungan. Data dikeluarkan oleh Kementerian Desa
Meningkatnya . - Jumlah desa maju dan mandiri
2.1 kemandirian desa di Persentase desa maju dan mandiri Persen 2 X 100%
Kecamtan Jumlah desa dalam Kab. Bireuen
Program Pemberdayaan Persentase lembaga ekonomi 2 g
ka B
211 siBeyarikat desa:dan masyarakat yang aktif di Pegsen Jumlah lembaga ekonomi masyarakat %m:m aktif(PKK dan BUMG X 100%
Jumlah lembaga ekonomi masyarakat
kelurahan Kecamatan
Program Pembinaan dan Persentase desa yang memiliki . ;
2.1.2 Pengawasan Pemerintah perencanaan dan pengelolaan Persen [OUES P vﬁﬂﬂﬂﬂwmhﬂ: aﬂﬂmn_o_ A e balk 100%
Desa keuangan yang baik
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33. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tujuan Sasaran Program Satuan Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
Mewujudkan
1 | pelayanan publik yang Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
berkualitas
Meningkatnya Akuntabilitas . . . .
1.1 Kinevia Instansi Pernerintah Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
111 W oﬁmﬁﬂ“ﬁ.ﬂmﬂm Cakupan Layanan Penunjang e Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang
Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintah Daerah urusan pemerintah daerah
Meningkatkan
Wor_ﬁm_mn ﬁﬁwﬁmrmﬁ Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
I o e 1 Aspek Kebebasan Sipil Indeks Penyelenggaraan Informasi Publik oleh Badan Kesatuan
N e Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
Demokratis dan
Beretika
Meningkatnya Kesadaran
Masyarakat dalam o . . — o ope x
2.1 Melestarikan Nilai Luhur Indeks Pemahaman I[deologi Indeks Ponilabanfiasit kussloner melalud kegintan spsialived yong
dilaksanakan
Budaya Bangsa dan Bela
Negara
Persentase peningkatan
Program Penguatan pemahaman terhadap penguatan Rata rata hasil pre test .
2.1.1 Ideologi Pancasila dan . . . i Persen - X 100%
ideologi pancasila dan karakter rata rata hasil post test
Karakter Kebangsaan
kebangsaan
Meningkatnya Peran I -
Orkemas dalam umia rmas yang akti
; - 009
%4 Pemberdayaan Stabilitas Indeks Dt Ossas —— Jumlah Ormas yang Smsnmmﬂ_.x s
Pembangunan
rogram pemberdayaan
mg voumwéumm: Persentase Ormas yang Jumlah ormas yang dibina dan diawasi
22.1 A mendapatkan pembinaan dan Persen : X 100%
organisasi Jumlah ormas yang aktif
pengawasan
kemasyarakatan
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Indikator Tujuan, Sasaran, dan

No. Tujuan Sasaran Program Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Meningkatnya Kerukunan
Antar Umat Beragama dan
5 Pemahaman Terhadap 2 Hasil survey FKUB, pemantauan orang asing, aliran sesat dan
B Aliran Sesat, Pengaruh Aspek Fasili Indeks tingkat persentasi narkoba
Asing serta Ketahanan
Terhadap Narkoba
Program pembinaan dan
pengembangan S Jumlah kasus konflik tahun n — Jumlah kasus konflik tahun n — 1
2.3.1 ketahanan ekonomi, Fasilitasi FKUB Kabupaten Persen Jumlah kasus konflik tahun n — 1 AT
sosial, dan budaya
Meningkatnya
Kewaspadaan Dini dalam
Konflik serta Terciptanya j = Hasil rapat koordinasi kewaspadaan dini dengan instansi terkait terbadap
24 Keamanan dan Indeks Potensi konflik Indeks onsbckea ootensh Reediik
Kenyamanan dalam
Masyarakat
Program peningkatan
kewaspadaan nasional . . .
241 dan peningkatan kualitas | Persentase Ancamaan/deteksi Pirson potensi konflik yang dicegah X 100%
o dan fasilitasi dini konflik yang tertangani potensi konflik yang terdeteksi ’
penanganan konflik
sosial
Rata-rata persentase hasil pemilihan umum dan pemilihan
kepala daerah
Dimana:
Meniungkatkan Persentase hasil pemilihan umum =
3 | Pembangunan Indeks Demokrasi Kabupaten Persen Jumlah suara yang memilih pada Pemilu X 100%
Demokrasi Jumlah Total Pemilih Pemilu
Persentase hasil Pilkada =
Jumlah suara yang memilih Pilkada
S X 100%
Jumlah Total Pemilih Pilkada
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No. Tujuan Sasaran Program Indikator Tujuan, Sasaran, dan Satuan Formulasi Pengukuran
Program (outcome)
Meningkatnya hak-hak . .. i :
3.1 politik masyarakat dan Aspek data demokrasi Persen Survey tngleat ?Emrm...ﬂmmm.ﬂom_.ar__ E_ asyarakat tethadap pemilu
peran lembaga demokrasi P
Program Peningkatan
peran partai politik dan
lembaga pendidikan Persentase Peserta Partai politik - 5 . )
311 melalui pendidikan yang memahami mekanisme Persen Jumlah partai politik yang :.m:..m__m-:_. Sm_.nm.:._w_._._m pengelolaan vm.._..m_x 100%
i 3 Jumlah partai politik
politik dan pengelolaan partai
pengembangan etika
serta budaya politik
34. DINAS SYARIAT ISLAM
No. Tujuan Sasaran Program Indikator Tujuan, Sasaran, Satuan Formulasi Pengukuran
dan Program (outcome)
Mewgudics Tingkat
1 | pelayanan publik yang T Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
. AkuntabilitasKinerja
Meningkatnya NA—
1.1 Akuntabilitas Kinerja w:EmWE ¥ Feemgloy Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah acr
Program Penunjang
Urusan Pemerintah nmwcu.g Laginan Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program penunjang urusan
1.1.1 Penunjang Urusan Persen :
Daerah Pemerintah Daerah pemerintah daerah
Kabupaten/Kota =
Meningkatkan Nilai-
nilai Syariat Islam Tingkat Pelanggaran Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang Diselesaikan
2 | dalam Tatanan Syariat Islam yang Persen Tah Pel e i K X 100%
Kehidupan Diselosaiken Jumlah Pelanggaran Syariat [slam yang dilaporkan
Bermasyarakat
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; Indikator Tujuan, Sasaran, ;
No. Tujuan Sasaran Program dan Program (outcome) Satuan Formulasi Pengukuran
Meningkatnya
21 Penerapan Syariat Persentase jumlah masjid Jumlah masjid yang melaksanakan shalat berjamaah dan pengajian rutin dan PHBI —
: Islam dalam kehidupan aktif Jumlah masjid di Kab. Bireuen %
masyarakat
. Jumlah Gampong yang
2.1.1 M_Moﬂn B EyaTiatIsigm mengadakan pengajian orang Jumlah gampong yang mengadakan pengajian rutin
rutin
35. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
No. Tujuan Sasaran Program _nn__rﬁmﬂmﬂwﬁﬂwuﬁmoﬁwﬂwr S Satuan Formulasi Pengukuran
1 ﬁ.ﬂﬂﬂﬁ%@aﬂwﬁﬁwﬁ Tingkat AkuntabilitasKinerja Kategori Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
Meningkatnya
1.1 Akuntabilitas Kinerja Nilai LKjIP Perangkat Daerah Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah ;
LLI WMMHWMMH &w”:d:%..w_wm% S Cakupan Layanan Penunjang B Persentase rata-rata kinerja kegiatan pada program
= Kahopaten/Kota Urusan Pemerintah Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Meningkatkan Nilai-nilai
5 Syt Volgem Tingkat pelanggaran Syariat Persen Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang Diselesaikan X 100%
DalamtatananK ehidupan Islam yang diselesaikan Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilaporkan ’
Bermasyarakat
Meningkatnya peran Persentase Penerapan Hasil Jumlah keputusan MPU yang diterapkan
P )
21 MPU keputusan MPU ersen Jumlah keputusan MPU 22003
5k w Mwm:_,_w“ MM”MMM%_%W@_E Persentase Sidang yang _— Jumlah sidang yang menghasilkan keputusan P
o (MPU) Aceh menghasilkan keputusan Jumlah sidang yang terselenggara
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36. SEKRETARIAT BAITUL MAL

Indikator Tujuan, Sasaran,

No. Tujuan Sasaran Program dih B (ontcoria) Satuan Formulasi Pengukuran
Mewujudkan .
| | pelayanan publik Toghst Kategoui Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
yang berkualitas AkuntabilitasKinerja
Meningkatnya P
13 Akuntabilitas Kinerja W__E r_ RIE Peranghat Kategori Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten
Instansi Pemerintah
Program Penunjang Cakupan Layanan ’ . . .
111 tiisin Pesssiintih Pemunjang Urusan T Persentase rata-rata E:QU_N.MMW”MM Mwmw mﬂ_.omnmg penunjang urusan
Daerah Kabupaten/Kota | Pemerintah Daerah P
Meningkatkan :
2 | kesejahteraan Rﬁ“ﬂﬁ.—w\wﬂ:m Orang Jumlah mustahik yang menerima bantuan
umimat
Pengelolaan ZIS . . " - .
Peningkatan penerimaan Jumlah penerimaan ZIS tahun n — jumlah penerima ZIS tahun (n — 1)
2:1 Secara Transparan dan ZIS Persen B nasa TS G = 1) X 100%
Akuntabel
211 Progsain il Ml Jumilah Mustahik — Jumlah Mustahik yang mendapatkan bantuan berdasarkan data dari

Baitul Mal
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